
P R E S I D E N  
R E P U B L I K  I N D O N E S I A  

PERATURAN PEblERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOhIOR 13 TAHUN 2002 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEhIERINTAII NOhIOR 100 TAHlJA' ZOO0 

TENTANG PENGANGKATAK PEGAFVAI NEGEKI SIP1 I, 

DAI,A.\I JABATAK STRUKTURAL 

PKESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Melli~nbang : bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Prgawai 

Negeri Sipil, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemcrintah 

Non~or 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Jabatan Struktural dengan Peraturan Pemerintah; 

hlctigitigat : I .  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana klah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3890); 

3.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pe~yelenggara 

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 1); 

5. Peraturan . . . 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 165) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara 40 14); 

- ,  8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 93); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tan~bahan 
I 

Lembaran Negara Nomur 301 8); I 

\IEhIUTUSKAN : 

hlenetapkan : lBE:KATURAN PEAIERIKTAH TENTANG 13EHUBAHAN 

ATAS PERATURAN PEhIERINTAH NOhlOR 100 TAHUN 

2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI 
I 

I SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL. 



PRESlDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Jabatan Struktural diubah, sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi I 
berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal3 

(1) Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan 

jenjang pangkat untuk setiap eselon adalah sebagaimana 

tersebut dalam Larnpiran Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Penetapan eselon sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) ,  

ditetapkan berdasarkan penilaian atas bobot tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang. 

(3) Penetapan eselon V dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penetapan eselon V sebagaimana din~aksud dalam 

ayat (3) dilaksanakan dengan menlperhatikan : 

a. kebutuhan organisasi; 

b. rentang kendali; 

c . .  kondisi geografis; 

d. liarakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang 

krhubungan langsung dengan pelayanan kcpada 
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2. Ketentuan Pasal 7 diuhah, sehingga seluruhnya ri~srijadi 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki 

jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidihn 

dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengrrn kompetensi 

yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan 

kompetensi jahatan struktural tertentu dapat diberikan 

sertifikat sesurti dengan pedoman yang ditetapkan oleh 

instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap 

telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan I I 

tersebut. " 1 

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal baru 

yaitu Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural 

dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi 

apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) 

tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih 

didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural 

yang menjadi wewenang Presiden. " 

4. Ketentuan . . . 
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4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya n~enjadi 

berbunyi sebagai berikut : 

(1) Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah 

pejabat eselon I dan pejabat eselon I1 yang strcarrl 

fungsioml bertanggung jawab di bidang keprpwaian 

dcrlgrrn anggota prrjahrrt eselon I lainnya. 

(2) Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat I (satu) pejabat 

eselon I, Ketua dan Sekretaris Baperjakat adalah pttjabat 

eselon I1 dan pejabat eselon 111 yang secara fungsional 

bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan 

anggota pejabat eselon 11. 

(3) Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah 

Sekretaris Daerah Propinsi dengan anggota para pejahat 

eselon 11, dan Sekretarisrdijabat oleh pejabat eselon 111 

yang membidangi kepegawaian. 

(4) Ketua Baperjakat Instansi Daerah KabupatenIKota 

adalah Sekretaris Daerah KabupatenIKota dengan 

anggota para pejabat eselon 11, dan Sekretaris dijabat 

oleh pejabat eselon 111 yang membidangi kepegawaian. 

(5) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 .  

(tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa 

keanggotaan berikutnya. " 

Pasal I1 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

I Agar . . . 



Agar wtiap orang nler~pel;rbuillya. mrmerintahkan pmgundangan 

Prraturan Pelncrinwh ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran 

Nrgara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

plida tanggal 17 April 2003 

SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG KESOWO 

Ditctapkan di Jakarta 

pad3 unggal 17 April 2002 

PRESIDES REPUBLIK ISDOSESIA. 

ttd. 

hIEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK ISDOSESIA TAHUN 2002 NOhlOK 23 

SEKKETAKIAT K.ABISET KI 

,: Kepala Biro Pcraturarl 
4' , : 

, . ? : Perundang-unlangan I 1  d ,  p.: /  



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 13 Tahun 2002 
TANGGAL : 17 April 2002 

T 

Jenjang Pangkat, GolonganlRuang 

No Eselon Terendah Tertinggi 

Pangkat GollRuang Pangkat GollRuang 
I 

1 la Pembina Utama Madya lVld Pembina Utama lVle 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
- ~ e ~ a l a  Biro Peraturan 

, - - - -  
1. Perundang-undangan II 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

P E N J E L A S A N  

A T A S  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2002 

TENTANG 
- 

PERUBAHAN ATAS 
.. , PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

0 DALAM JABATAN STRUKTURAL 

- .  Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai 

Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 

profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta penuh 

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

dan Pemerintah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan ha1 tersebut. Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan 

kualitas proksionalisme dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. 

Seiring dengan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil 

tersebut, sistem pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural 

yang ada selama ini hetrdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 tcntang Prngangkatlin Pegawai Kegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

perlu untuk disesuaikan kembali agar dapat lebih berdaya guna dan krhasil  

guna dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkar kepuasan dan 

keinginan masyarakat dimaksud. 

Penyempurnaan . . . 
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Penyempurnaan sistem pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 

struktural meliputi pengaturan kembali mengenai eselon tertinggi sampai 
- 

dengan eselon terendah Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan latihan Pegawai 

Negeri Sipil, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural 

untuk menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi dan keanggotaan 

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. 

11. PASAL DEMI PASAL 
- .  

Pasal I 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jrlas 

Pasal 7 ... 



Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 7A 

Cukup jslas 

I'asal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

AY at (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5 )  

Cukup jelas 

Pasal I1 

Cukup jelas 

I ' TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4194 


